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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN

PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

ABSTRAK : Bahwa Pasar merupakan tempat pendistribusian barang secara langsung kepada

konsumen yang mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai tempat untuk

pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan

perekonomian khususnya di Kabupaten Tebo; bahwa untuk mengoptimalkan fungsi

pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang dan masyarakat

diperlukan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar

tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian berusaha bagi

seluruh seluruh warga masyarakat; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan

kepastian hukum kepada seumua pihak yang terlibat dalam penataan pasar rakyat,

pusat perbelanjaan dan tokoswalayan di Kabupaten Tebo, maka diperlukan

pengaturan tentang penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,

dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saloralangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3039), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saloralangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512); Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderent; Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan

Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

Peraturan Menteri Perdagangan Noor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modernt; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6).

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang meliputi asas dan tujuan, penggolongan

pasar, perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat, pendirian dan penataan

pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perizinan, kemitraan usaha, kewajiban dan

larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan

peralihan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian berusaha,

melindungi UMKM, serta menata keberadaan pasar rakyat dan pasar modern agar

tumbuh secara seimbang, serasi, dan berkeadilan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2015.
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